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KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga
kami dapat menyelesaikan Laporan Penerapan Tata Kelola (Good Corporate
Govermance) periode tahun 2020

Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Bank Bantul Tahun 2020 ini disusun dan
disampaikan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban BPR sebagaimana tertuang
dalam dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015
tentang Penerapan Tata Kelola BPR pada pasal 75.

Laporan Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud diatas merupakan laporan
penerapan prinsip — prinsip keterbukaan (transparency) , akuntabilitas (accountability) ,
pertanggungjawaban (responsibility) , independen (independency) dan kewajaran

(fairness) pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan rakyat Bank Bantul.

Berdasarkan hasil self assesement PT. BPR Bank Bantul terhadap struktur dan
infrastruktur Tata Kelola (govermance structure) , proses penerapan Tata Kelola
(govermance process) dan hasil penerapan Tata Kelola (govermance outcome) pada 11
(sebelas) factor penilaian penerapan Tata Kelola periode tahun 2020 , diperoleh nilai
komposit 1,51 dengan predikat Sangat Baik . Hasil self assessment tersebut ada
penurunan jika dibandingkan dengan self assessment penerapan Tata Kelola
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul periode tahun 2019 dimana
diperoleh nilai komposit 1,26 dengan predikat Sangat Baik. Penurunan nilai komposisi ini
disebabkan mula periode semester Il tahun 2020 ini, BPR yang termasuk dalam bobot

faktor D wajib menilai self assesment dalam faktor ke 8.

Kami menyadari bahwa dengan semakin meluasnya pelayanan disertai peningkatan
volume usaha Bank , maka semakin meningkat pula risiko bank . Untuk hal ini dalam
rangka meningkatkan kinerja PT. BPR Bank Bantul untuk melindungi pemangku
kepentingan (stakeholders) serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan

perundang — undangan serta nilai — nilai etika yang berlaku umum pada perbankan
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maka PT. BPR Bank Bantul berkomitmen senantiasa meningkatkan penerapan Tata
Kelola.

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2020 ini kami sampaikan atas
perhatian kami ucapkan terima kasih

ARISTINI SRIYATUN \
Direktur Utama
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BAB |
PENJELASAN UMUM

A. Tujuan Tata Kelola Perusahaan

PT. BPR Bank Bantul menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good
Corporate Governance (GCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha
perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola
ditujukan antaralain untuk :
1. Mendukung visi PT. BPR Bank Bantu untuk menjadi Bank yang Unggul, Profesional, dan
Bermanfaat.
2. Mendukung misi BPR :
a. Menjalankan Kegiatan perbankan unggul yang menjunjung etika dan prinsip-
prinsip Tata Kelola
b. Memberikan  pelayanan berkualitas dengan menekankan pada
profesionalisme sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur terbaik
c. Menyediakan produk dan layanan yang handal serta inovatif dalam
memenuhi kebutuhan nasabah
d. Memberi manfaat optimal bagi stakeholder.
3. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif
untuk jangka panjang
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah-nasabah kepada PT. BPR
Bank Bantul

B. Referensi

1. Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata
Kelola bagi BPR.

2. Peraturan OJK 13/POJK.03/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang
Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR

3. Peraturan OJK No0.37/POJK.03/2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang
Rencana Bisnis BPR & BPRS

4. Peraturan OJK No0.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

5. Surat Edaran OJK No0.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon anggota Direksi dan Calon
Anggota Dewan Komisaris

6. Surat Edaran OJK No.5/SE0OJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang
Penerapan Tata Kelola Bagi BPR

7. Surat Edaran OJK No0.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang
Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR

8. Surat Edaran OJK No0.24/SEQJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang
Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016
Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
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C. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola

Tata kelola PT. BPR Bank Bantul menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keterbukaan (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi
yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan
keputusan

2. Akuntabilitas (accountability) vyaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan
pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara
efektif

3. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan
peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat

4. Independensi (independency) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa
pengaruhatau tekanan dari pihak manapun

5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak
pemangku kepentingan(stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan
peraturan perundang-undangan

D. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR 2020 terdiri dari :

1. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) sesuai penilaian tingkat kesehatan

bank dalam 1 tahun

2. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR meliputi 11 faktor :
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite-komite
Penanganan Benturan Kepentingan
Penerapan Fungsi Kepatuhan
Penerapan Fungsi Audit Intern
Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
Rencana Bisnis Bank
Transparansi Keuangan dan Non Keuangan

AT T Te@ o0 Ty

E. Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment)

Hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola BPR sepanjang tahun 2020
dikategorikan kedalam peringkat 1,51 (sangat baik) dengan kesimpulan umum :
Manajemen PT. BPR Bank Bantul telah melaksanakan Tata Kelola secara umum
SANGAT BAIK, tercermin dari pemenuhan 11 faktor Tata Kelola.

1. Struktur Tata Kelola sudah cukup lengkap dan memadai

2. Proses Tata Kelola pada sebagian besar faktor sudah cukup efektif dan efisien
yang didukung oleh Struktur Tata Kelola yang cukup lengkap

3. Hasil Tata Kelola dari keseluruhan faktor sudah efektif dan efisien mendapat
dukungan dari Struktur dan Infra Struktur Tata Kelola.
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BAB Il
FORMAT TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No. |Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1. [Nama . Aristini Sriyatun
NIK
Jabatan : Direktur Utama
Tugas dan Tanggungjawab:
a. Melakukan pengawasan dan pemantauan langsung kinerja bagian Satuan Kerja
Audit intern
b. Merencanakan dan menentukan kebijakan PT.BPR Bank Bantul
c. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas antar anggota Direksi
d. Meningkatkan dan memantau kinerja PT.BPR Bank Bantul
e. Membuat kesepakatan dengan pihak ketiga dengan prinsip kehati-hatian serta
menguntungkan bagi PT.BPR Bank Bantul
f. Melakukan koordinasi dengan anggota Direksi terhadap kebijakan dan kegiatan
operasional PT.BPR Bank Bantul
2. |Nama : Heri Sutanto
NIK
Jabatan : Direktur

Tugas dan Tanggungjawab:

a. Mewakili Direktur Utama apabila berhalangan hadir

b. Melakukan penyusunan rencana dan strategi, penyaluran dan penghimpunan dana

c. Membantu Direktur Utama dalam merencanakan dan melaksanakan Rencana
Bisnis Bank

d. Menandatangani Surat Keputusan Direksi yang berkaitan dengan kegiatan
penyaluran dan penghimpunan dana

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur Utama

3. [Nama : Handhy Saputro Prabowo
NIK
Jabatan : Direktur Kepatuhan

Tugas dan Tanggungjawab:
a. Mewakili Direktur Utama apabila berhalangan hadir
b. Meminimalkan risiko kepatuhan terhadap jalannya kegiatan bisnis PT.BPR Bank
Bantul
c. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta
kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
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d. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan PT.BPR Bank
Bantul telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan
perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk
memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan
dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan
dan/atau peraturan perundang-undangan lain

e. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat
oleh PT.BPR Bank Bantul kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain

f. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh
unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan
perundang-undangan lain yang relevan

g. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis
terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai /karyawan PT.BPR
Bank Bantul

h. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan
yang dilakukan oleh Direksi PT.BPR Bank Bantul

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur Utama

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

1. Strategi Penanganan dan Penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan adalah penagihan
intesit restrukturisasi, somasi, jual agunan sukarela, eksekusi lelang, gugatan sederhana atau
legal action lainnya sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku

2. Mengeluakan SOP Pedoman stimulus bagi debitur kredit umum/UMKM yang terkena dampak
Covid 19

3. Proses pemberian kredit mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, mitigasi risiko, sistem
pengendalian intern dan kondisi pandemic covid 19

4. Melakukan monitoring kredit lancar dan Dalam Perhatian Khusus (DPK) untuk mencegah
pertumbuhan NPL baru

5. Bank Bantul berusaha untuk diperkenankan mengelola dana - dana pemda yang berasal dari
APBD

6. Bank sudah melaksanakan pendidikan yang berkesinambungan bagi seluruh jajharan
karyawan dan manajemen

7. Pemanfaatan perkembangan tehnologi informasi untuk mendukung informasi dalam kegiatan
operasional bank

8. Penguatan Kelembagaan, Penerapan GCG, Manajemen Risiko dan Intemal Control

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Anggota Dewan Komisaris

No. |Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Anggota Dewan Komisaris

1. Nama : Bambang Guritno, SH.
NIK
Jabatan : Ketua Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggungjawab:
a. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha
PT.BPR Bank Bantul di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
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b. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PT.BPR
Bank Bantul

c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari
satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit
intern PT.BPR Bank Bantul, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris.
Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya

d. Memberitahukan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang
keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat
membahayakan kelangsungan usaha PT.BPR Bank Bantul kepada OJK

e. Wajib mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta selalu melakukan
pengkinian terhadap perubahan aturan dan ketentuan yang standar dan relevan

2. |Nama : Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH.Msi.
NIK
Jabatan : Anggota Independen Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggungjawab:

a. Bersama dengan ketua dewan, memastikan terselenggaranya penerapan tata
kelola pada setiap kegiatan usaha PT.BPR Bank Bantul di seluruh tingkatan atau
jenjang organisasi

b. Bersama dengan ketua dewan, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan
pembinaan terhadap PT.BPR Bank Bantul

c. Bersama dengan ketua dewan, memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti
temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan audit intern PT.BPR Bank Bantul, audit ekstern, hasil
pengawasan Dewan Komisaris. Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya

d. Waijib mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta selalu melakukan
pengkinian terhadap perubahan aturan dan ketentuan yang standar dan relevan

e. Bertanggungjawab agar Komite Pemantau Risiko berjalan dengan efektif

3. |Nama : Drs. Hariyadi, MM.
NIK
Jabatan : Anggota Independen Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggungjawab:

a. Bersama dengan ketua dewan, memastikan terselenggaranya penerapan tata
kelola pada setiap kegiatan usaha PT.BPR Bank Bantul di seluruh tingkatan atau
jenjang organisasi

b. Bersama dengan ketua dewan, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan
pembinaan terhadap PT.BPR Bank Bantul

c. Bersama dengan ketua dewan, memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti
temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan audit intern PT.BPR Bank Bantul, audit ekstern, hasil
pengawasan Dewan Komisaris. Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya

d. Wajib mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta selalu melakukan
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pengkinian terhadap perubahan aturan dan ketentuan yang standar dan relevan
e. Bertanggungjawab agar Komite Audit serta Komite Remunerasi dan Nominasi
berjalan dengan efektif

Rekomendasi Kepada Direksi:

Dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan tahun 2020 yang menurun dan dalam rangka

pencapaian target RBB Tahun 2021, maka Direksi diminta agar mencermati penurunan kinerja

tahun 2020 tersebut termasuk penyebabnya, kemudian Direksi melakukan upaya strategic dan

tindakan perbaikan yang dituangkan dalam “action plan”untuk direalisasikan selama periode

tahun 2021.

Action plan utamanya terkait upaya berikut:

Penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah/NPL, AYDA, kredit hapus buku;

Penyelamatan kredit restrukturisasi relaksasi akibat dampak pandemik Covid 19;

Peningkatan pertumbuhan kredit baru lancar;

Penjagaan kredit lancar dan DPK tidak berpindah ke kredit kolektibilitas NPL;

Pendekatan kepada PEMDA Kabupaten Bantul untuk mendapatkan bisnis ASN di

wilayah Bantul;

Pengoptimalan dana yang ditempatkan pada bank lain untuk penyaluran kredit baru

lancar;

7. Pengupayaan kreatif bisnis dan memanfaatkan ALCO termasuk efisiensi biaya secara
massive;

8. Pengimplementasian stimulus Perekonomian Nasional akibat pandemic Covid 19;

9. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan;

10. Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan
operasional BPR;

11. Penguatan kelembagaan, penerapan GCG, manajemen risiko, dan internal control.

A

o

Dalam pencapaian target RBB tahun 2021, agar senantiasa berpedoman pada prinsip Tata
Kelola, ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta mengedepankan prinsip kehati-
hatian, mitigasi risiko dan internal control.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No | Tugas dan Tanggung Jawab Komite

1. |[Komite Audit

Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan
keuangan

2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris / Dewan Pengawas melalui
pemantauan dan evaluasi terhadap :
a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
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b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit;

c. Kesesuaian laporan keuangan yang dikeluarkan bank (kepada OJK/Akuntan Publik)
dengan standar akuntansi SAK ETAP BPR,;

d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan Satuan Kerja Audit Intern atau
pejabat yang menangani audit intern, akuntan public, dan hasil pengawasan Dewan
Komisaris / Dewan Pengawas, OJK dan/atau otoritas lainnya;

e. Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik
dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk
disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham

2. |Komite Pemantau Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Komite Pemantau Risiko menjalankan tugas & tanggungjawabnya secara
independen;

2. Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas,
dengan paling sedikit melakukan:

a. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan
pelaksanaan kebijakan tersebut;

b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan
Kerja Manajemen Risiko.

3. |Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Evaluasi dan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi, dengan melakukan:
a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan;
b. Prestasi kerja individual;
c. Kewajaran dengan peer group;
d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BPR

2. Penyusunan dan pemberian rekomendasi terkait kebijakan nominasi.

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Komite :
. Pihak
No. Nama NIK Keahlian | Audit | Pemantau Remunera| |ngependen
Risiko si dan (Ya/Tidak)
Nominasi
1. |Prof. Dr. Nindyo Anhli Tidak Ketua Tidak Ya
Pramono, SH.Msi. Hukum | Menjabat Menjabat
2. |Drs. Hariyadi, MM. Ahli Audit| Ketua | Anggota Ketua Ya
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beberapa
Bank
Umum
3. |Bambang Guritno, Assisten Tidak Tidak Anggota Tidak
SH. Sekda Menjabat | Menjabat
Bantul
4. |Bambang  Suryo Ka.Bag Tidak Tidak Anggota Tidak
Wibowo, SE Umum Menjabat | Menjabat
Bank
Bantul
5. |Galih Endah Staf Anggota | Anggota Tidak Ya
Prihatini Auditor Menjabat
Ekternal
6. |RR Werdi Hapsari Staf Anggota | Tidak Tidak Ya
Murti Lawyer Menjabat | Menjabat

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1. Komite Audit

Program . a) Pelaksanaan & pokok-pokok hasil audit Intern
Kerja b) Laporan audit SKAI

¢) Monitoring tindak lanjut temuan OJK

d) Progres audit SKAI & Audit OJK

e) Monitoring tindak lanjut temuan OJK

f) Piagam Audit Internal

Realisai : a) Laporan tingkat kesehatan bank, pencapaian RBB
b) Rekomendasi dari auditor intern
c) Laporan tindak lanjut temuan OJK
d) Laporan temuan SKAI
e) Laporan tindak lanjut temuan OJK
f) Perumusan piagam audit internal, yang mencakup visi, misi, fungsi,

ruang lingkup, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab,
kewenangan, ketidakberpihakkan dan kode etik.
Jumlah Rapat : 6 kali
2. Komite Pemantau Risiko
Program . a) Evaluasi penerapan APU PPT
Kerja b) Tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK terkait Temuan IT

¢) Pembahasan Dampak Covid 19
d) Perkembangan Standar Operasional Prosedur
e) Penyusunan tata tertib kerja komite

Realisai : a) Evaluasi pelaporan APU PPT dan Profil Risiko
b) Upaya perbaikan core banking dan penyusunan pengkinian SOP IT
c) Penyusunan SOP tentang stimulus kredit
d) Disusun SOP tata naskah dan template SOP
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e) Penyusunan tata tertib komite

Jumlah Rapat  : 5 kali

3. Komite Remunerasi dan Nominasi \

Program . a) Evaluasi Remunerasi Triwulan |, Pengunduran diri PE, Pengangkatan
Kerja kembali dewas
b) Evaluasi Kinerja keuangan triwulan Il dan pemenuhan cadangan,
penggantian pejabat
c) Evaluasi KPI, Evaluasi sistem imbalan pegawai
d) Evaluasi Kinerja keuangan triwulan Ill, imbalan pegawai, KPI
e) Evaluasi Kinerja Keuangan Triwulan IV, Remunerasi 2021

Realisasi : a) Pemenuhan cadangan untuk remunerasi perhargaan bagi karyawan

berdasar masa kerja

b) Skema pemberian tunjangan kinerja karyawan

c) Proses pengangkatan kembali Dewan Komisaris

d) Pembahasan asuransi hari tua bagi karyawan berkaitan dengan pihak
ketiga

e) Perumusan perubahan sistem penggajian dan penerapan KPI bagi
karyawan

Jumlah Rapat  : 5 kali

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

Persentase

No. Nama Anggota Direksi NIK Nominal (Rp.) Kepemilikan (%)

1. |Aristini Sriyatun - -

2. |Heri Sutanto - -

3. |Handhy Saputro Prabowo - -

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain
No Nama Anggota NIK Sandi Nama Persentase
: Direksi Bank Lain | Perusahaan Lain | Kepemilikan (%)

1. |Aristini Sriyatun - - -

2. |Heri Sutanto - - -

3. |Handhy  Saputro - - -
Prabowo

Hal 11|dari 21
Laporan Pelaksanaan TATA KELOLA PT. BPR Bank Bantul Tahun 2020



PT. BPR

BANK BANTUL
(PERSERODA)

LAPORAN TATA KELOLA TAHUN

2020

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan
Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham
BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

Hubungan Keuangan
N Nama Anggota
0. Direksi NIK Anggota | Anggota Dewan| Pemegang
Direksi Lain Komisaris Saham
Avristini Sriyatun Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
Heri Sutanto Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
Handhy Saputro Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
Prabowo
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR
Hubungan Keluarga
No. | Nama Anggota Direksi NIK Anggota | Anggota Dewan | Pemegang
Direksi Lain Komisaris Saham
1. |Aristini Sriyatun Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
2. |Heri Sutanto Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
3. |Handhy Saputro Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
Prabowo
D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR
. . Presentase
No. | Nama Anggota Dewan Komisaris NIK Nominal (Rp) Kepemilikan
1. |Bambang Guritno, SH. - -
2. |Prof. Dr. Nindyo Pramono, - -
SH.Msi.
3. |Drs. Hariyadi, MM. - -
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2.  Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Sandi
Bank Lain

Presentase
Kepemilikan

Nama
Perusahaan lain

No | Nama Anggota Dewan

Komisaris I

1. |Bambang Guritno, SH.

Prof. Dr. Nindyo
Pramono, SH.Msi.

3. | Drs. Hariyadi, MM. - - -

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris
dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang
Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Hubungan Keuangan
Nama Anggota Dewan Andgota
1 Komisaris NIK D Sv?/an An_ggotg Pemegang
o . Direksi Saham
Komisaris Lain
Bambang Guritno, SH. Tidak Ada Tidak Ada | Tidak Ada
Prof. Dr. Nindyo Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada
Pramono, SH.Msi.
3. |Drs. Hariyadi, MM. Tidak Ada Tidak Ada | Tidak Ada
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR
Hubungan Keluarga
N Nama Anggota Dewan NIK Anggota
° Komisaris i An_gglfta Pemﬁgang
Komisaris Lain DIEE Sl
Bambang Guritno, SH. Tidak Ada Tidak Ada | Tidak Ada
Prof. Dr. Nindyo Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada
Pramono, SH.Msi.
3. |Drs. Hariyadi, MM. Tidak Ada Tidak Ada | Tidak Ada
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F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi

2020

Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Direksi dan Dewan

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang
Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Keperluan Dinas

Direksi Dewan Komisaris
Jenis Remunerasi ( Dalam 1
No. tahun) ( Jumlah Keigmlrﬁﬂan Jumlah Kumlah
Orang (Rp) Orang Keseluruhan (Rp)
1. |Gaji 1.404.028.080 553.468.000
2. | Tunjangan 3.139.142.292 44.279.000
3. |Tantiem 3 - -
4. |Kompensasi berbasis saham - - - -
5. |Remunerasi lainnya 345.970.251 149.346.452
Total 3 4.889.140.632 747.113.452
2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan
Berdasarkan RUPS
Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas
No. | Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 tahun) (Unit)
Direksi Dewan Komisaris
1. |Mobil Dinas 3 unit Mobil untuk -

BPJS Kesehatan

Premi Rp. 17.280.000,-

Premi Rp 5.760.000,-

Asuransi Kesehatan Inhealth

Premi Rp. 32.298.000,-

Premi Rp. 29.142.000,-
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G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Perbandingan |
Keterangan

(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b) | 340 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi| 1,53 : 1
yang terendah (b)
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota| 1,25 : 1
Dewan Komisaris yang terendah (b)
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan| 2,0 : 1
Komisaris yang tertinggi (b)
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang| 2,7 : 1
tertinggi (b)

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah . :

No. | Tanggal rapat Peserta Topik/Materi Pembahasan

1. |6 Januari 2020 11 |Kredit Bermasalah dengan Pak Achiel (Lawyer)

2. |17 Januari 2020 9 Draf Akta pendirian PT BPR Bank Bantul

3. |24 Januari 2020 10 |Lanjutan Draf Akta Pendirian PT dengan Pak Agung Notaris

4. |30 Januari 2020 9 Laporan dan Pokok-pokok Pembahasan Audit Intern

5. |21 Februari 2020 14 RBB,TKS,NPL,APU PPT,Tata Kelola, Temuan OJK

6. |20 Maret 2020 13 Progres NPL,RBB, Temuan OJK, Temuan Audit, Pending
Item,Progres Pelaporan Lapbul, APU PPT

3 April 2020 11 |Tindak lanjut kredit Jatuh Tempo namun belum lunas
17 April 2020 12 Temuan OJK, Kredit Jatuh tempo, NPL,Pending Item,RBB,APU

PPT

9. 15 Mei 2020 11 |Komitmen monitoring tindak lanjut hasil BOC&BOD 17 April,
Kajian manajemen risiko dalam kondisi covid, penanganan
angsuran kredit dalam kondisi covid, NPL, Likuiditas, RBB,
APU PPT

10. |12 Juni 2020 13 |Komitmen monitoring tindak lanjut BOC&BOD 15 Mei,
Penanganan angsuran kredit dalam kondisi covid, NPL,
Likuiditas, RBB dan Revisi RBB, APU PPT

11. |27 Juli 2020 14 Komitmen monitoring tindak lanjut BOC&BOD 12 Juni, NPL,
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AYDA, Pending item, realisasi RBB, SOP, APU PPT

12. |19 Agustus 2020 12 | Komitmen Monitoring BOC&BOD 27 Juli, Perubahan PD ke PT,
NPL, AYDA, Pending item, RBB, SOP, APU PPT,TKS

13. |18 September 14  |Komitmen Monitoring tindak lanjut BOC&BOD 19 Agustus,
2020 Debitur Hapus Buku, realisasi RBB, SOP, Three lines of
defense, pemisah fungsi analis kredit, taksasi dan admin kredit,

APU PPT

14. |23 Oktober 2020 14  |Komitmen Monitoring tindak lanjut BOC& BOD 18 September,
debitur hapus buku, realisasi RBB, SOP,Kreativitas Bisnis di
masa Covid 19, pemisah fungsi analis kredit,taksasi dan
admin,APU PPT

15. |20 November 14 | Kredit yang ditangani lawyer, realisasi RBB, Komitmen
2020 monitoring BOC&BOD 23 Oktober, APU PPT

16. |1 Desember 10 | Penyelesaian Kredit bermasalah dengan Pak Achiel
2020

17. |30 Desember 14 | Kredit yang ditangani lawyer, realisasi RBB, Komitmen
2020 monitoring BOC&BOD, TKS, APU PPT

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No Nama Anggota Dewan NIK Frekuensi Kehadiran K-el;ir?a?dki?;n
' Komisaris Fisik | Telekonferensi | (galam %)
1. 'Bambang Guritno, SH. 17 - 100
2. |prof. Dr. Nindyo Pramono, 15 2 100
SH.Msi.
3. | Drs. Hariyadi, MM. 16 1 100
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LAPORAN TATA KELOLA TAHUN

2020

Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh
Jumlah | Anggota Dewan : Pegawai Tidak
Penyimpangan Anggota Direksi e Pegawai Tetap tetap
Internal (Dalam
1 Tahun) S-gzglljunm L'I;al‘(;l;;l n S-I(;?)glljunm Lzagl:g n Szzglljunm L;agl:g n S-I(;?)zlljunm Lgagl:g n
nya P nya P nya P nya P
Total Fraud _ _ _ _ _ _ _ _
Telah
Diselesaikan

Dalam proses
Penyelesaian

Belum
Diupayakan
Penyelesainnya

Telah
ditindaklanjuti
Melalui Proses

Hukum

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

| Jumlah Satuan
Permasalahan Hukum :
Perdata Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) 2 _
Dalam Proses Penyelesaian 2 _
Total 4 _
K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
Pihak yang Memiliki Benturan Pengambil Keputusan Nilai
No Kepentingan 9 P Jenis | Transaksi Keteranoan
: Transaksi| (Jutaan 9
Nama Jabatan| NIK | Nama |Jabatan| NIK Rupiah)
1. - - - - - - - - -
2. - - - - - - - - -
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L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No. p e-:-:l?s%%lﬂa n ‘zggg ;Tﬁ:gcl)ﬁttﬁl(;l Penjelasan Kegiatan Penerima Dana Jumlah (Rp)

1. |02 April 2020 | Sosial Bantuan Alat Medis |[RSUD  Panembahan|, 980.000
Senopati

2. |13 April 2020 | Sosial Donasi Covid Perbarindo DIY 1.0000.000
17 Apri 2020 |Sosial Donasi Covid BMPP DIY 5.000.000
. |06 Mei 2020 |Sosial Donasi Covid Perbamida 5.000.000
5. |06 Mei 2020 |Sosial Sembako Covid Warga kurang mampu |31.200.000
43.180.000
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BAGIAN I
KESIMPULAN UMUM
HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama :PT.BPR Bank Bantul (Perseroda)
Posisi  : 31 Desember 2020

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola

Nilai Komposit Peringkat Komposit
1,51 Sangat Baik

ANALISIS
A. Kekuatan Pelaksanaan GCG

Berdasarkan hasil Self Assessment pelaksanaan GCG PT. BPR Bank Bantul

periode Desember 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai Komposisi GCG sebelum Manajemen Risiko sebesar 1,43 dengan
peringkat komposit Sangat Baik

2. Nilai Komposisi GCG setelah Manajemen Risiko sebesar 1,51 dengan
peringkat komposit Sangat Baik

3. Peringkat masing-masing per Faktor setelah Manajemen Risiko adalah :

No Aspek yang Dinilai Bobot Nilai

1 | Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi 20.00% 0.31

2 | Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas 12.50% 0.14

3 | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite 2.50% 0.03

4 | Penanganan Benturan Kepentingan 10.00% 0.10

5 | Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank 10.00% 0.18

6 | Penerapan Fungsi Audit Intern 10.00% 0.13

7 | Penerapan Fungsi Audit Ekstern 2.50% 0.03

8 rneigrenrapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian 10.00% 0.23
Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (Related Party) o

9 dan Debitur Besar (Large Eksposure) 7.50% 0.14
Transparansi KondisiKeuangan dan Non Keuangan Bank, o

10 Laporan GCG dan laporan Internal 7:50% 0.12

11 | Rencana Strategis Bank 7.50% 0.11
Nilai Komposit 100.00% 1.51
Prediksi Komposit Sangat Baik

4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi telah sesuai dengan
prinsip GCG

5. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah melaksanakan tugas dan
tanggungjawabnya secara independen dan objektif sesuai prinsip GCG

6. Fungsi Audit ekstern telah berjalan sesuai ketentuan GCG

7. PT BPR Bank Bantul (Perseroda) telah melakukan transparansi laporan
keuangan dan non keuangan, tepat waktu sesuai
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8. PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) tidak pernah melakukan pelanggaran
dan pelampauan BMPK.

B. Kelemahan Pelaksanaan GCG

1. Penerapan dan penetapan kebijakan manajemen risiko, prosedur risiko
dan limit risiko

2. Proses manajemen risiko, meliputi identifikasi, pengukuran pemantauan
dan pengendalian risiko, belum bisa terlaksana secara optimal
dikarenakan limit risiko yang belum ditetapkan

3. Sistem informasi manajemen risiko sebagai dasar pengendalian intern dan
pengambilan keputusan kebijakan

C. Rencana Tindak (Action Plan)
1. Kecukupan kebijakan manajemen risiko, prosedur risiko dan limit risiko
2. Kecukupan proses manajemen risiko meliputi identifikasi, pengukuran
pemantauan dan pengendalian risiko
3. Kecukupan sistem informasi manajemen risiko
4. Pendokumentasian risalah, notulen, dan dissenting opinions dalam rapat
Direksi, Dewan Pengawas, dan RUPS
5. Melengkapi dan mereview SOP operasional, agar sesuai dengan aturan
dan ketentuan yang baru
Terlampir disampaikan Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate
Governance PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) tahun buku 31 Desember 2020.
Demikian laporan ini disampaikan. Terima kasih.

PT. BPR Bank Bantul (Perseroda)
DEWAN KOMISARIS

BA URITNO NINDYO PRAMONO HARIYADI
ANGGOTA INDEPENDEN ANGGOTA INDEPENDEN

ARISTINI SRIYATUN RISUTANTO HANDHY S PRABOWO

DIREKTUR UTAMA DIREKTUR DIREKTUR KEPATUHAN

Hal 20 [dari 21
Laporan Pelaksanaan TATA KELOLA PT. BPR Bank Bantwl Tahun 2020



PT. BPR

LAPORAN TATA KELOLA TAHUN
2020

BANK BANTUL
(PERSERODA)

SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT
PERSIAPAN SELF ASSESSMENT GCG DESEMBER 2020
PT. BPR Bank Bantul (Perseroda)

NO Aspek Yang Bobot Peringkat Nilai Catatan
Dinilai (@) (b) (@) x (b)
Pelaksanaan tugas Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota
1 dan tanggungjawab 20.00% 1.53 0.31 serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
Direksi telah memenuhi prinsi-prinsip GCG
Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan
. 9 tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip GCG terlihat
2 dan tanggungjawab 12.50% 1.10 0.14 ; . .
Dewan Penaawas dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan
9 Pengawas terhadap Kebijakan Direksi
Kelengkapan dan . I . .
K A k k h
3 Pelaksanaan Tugas 2 50% 1.13 0.03 _omlte udit dan komite pemantau risiko  suda
Komite ditetapkan, dan sudah mulah berjalan
Penanganan PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) sudah mempunyai
4 Benturan 10.00% 1.00 0.10 kebijakan, sistem dan prosedur tentang penanganan
Kepentingan benturan kepentingan
Penerapan Fungsi Penerapan fungsi kepatuhan bank telah berjalan, dan
5 0 . A ) .
Kepatuhan Bank 10.00% L7 0.18 telah disusun pedoman kerja dan sisdur
Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank sudah berjalan,
Penerapan Fungsi o pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan (risk based
6 Audit Intern 10.00% 1.33 0.13 audit) sudah ditetapkan, SKAI menjalankan fungsinya
secara independen
Peneranan Funasi Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara
7 Audit EEstern 9 2.50% 1.30 0.03 independen. Penunjukan KAP sudah melalui persetujuan
RUPS.
Penerapan Fungsi Sudah terbentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko beserta
Manajemen Risiko o prosedur dan pedoman kerja, untuk implementasi
8 dan Pengendalian 10.00% 2.27 0.23 Manajemen risiko masih sebatas pemantauan dan opini
Intern serta analisa satuan kerja
Penyediaan Dana
'T'Z?ka:ita(lg;aated Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK,
9 Party) dan Debitur 7.50% 1.90 0.14 namun kebijakan mengenai Penyediaan Dana Besar
Besar (Large sedang dalam penyempurnaan
Eksposure)
Rencana Bisnis bank telah disusun sesuai dengan
Rencana Bisnis ketentuan dan telah memperhatikan rencana
10 7.50% 1.57 0.12 . pert renc
Bank penyelesaian permasalahan yang dianggap signifikan
pada bank.
Transparansi
KondisiKeuangan Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan
dan Non Keuangan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak
11 Y . .
Bank, Laporan GCG 7.50% 1.50 011 yang ditetapkan, namun bank belum membuat
dan laporan penyampaian laporan pada home page bank.
InternalBank
Nilai Komposit 100% 1.51 Sangat Baik

Laporan Pelaksanaan TATA KELOLA PT. BPR Bank Bantul Tahun 2020
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OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR PT. BPR BANK BANTUL (Perseroda)
Alamat BPR Jalan Gajah Mada No. 3 Bantul
Posisi Laporan 31 Desember 2020

Modal Inti BPR Rp113,636,231,318

TotaI‘Aset BPR va490,570,707,951

Bobot Faktor BPR D




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5
1 |Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Per 4 Desember 2017 jumlah anggota Direksi sudah
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah terdiri dari masing masing 1 orang Direktur Utama,
satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang Direktur dan Direktur Kepatuhan
membawahkan fungsi kepatuhan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: v
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah

satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang
membawahkan fungsi kepatuhan.

2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di
yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi Kabupaten Bantul
yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang
berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi \
lokasi Kantor Pusat BPR.

3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Direksi tidak merangkap jabatan pada perusahaan
Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau lain dan/atau lembaga lain, hanya 1 Direksi sebagai
organisasi kemasyarakatan). v bendahara Perbamida Yogyakarta

4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga Tidak ada hubungan keluarga antara masing masing
atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama v anggota direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau Direksi menggunakan jasa profesional (Kantor KAP
penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi dan Kuasa Hukum) dan telah dbuat MOU sesuai
persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari ketentuan POJK No. 4/POJK.03/2015
sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan;
telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan,
tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu
pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa
profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi \
untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.

6) Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Semua anggota direksi telah lulus UKK dan telah
Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk ditetapkan melalui RUPS
perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS v
sebelum berakhir masa jabatannya.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl bx2 | cx3 | dx4 | ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 4 4 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 8
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6 1.33
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 0.67
50% )
Skala Penerapan
No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5
1 |Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

7) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara Ada batas pendelegasian kewenangan
independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat
mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. v

8) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Direksi menindaklanjuti sebagian besar temuan
Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor audit ekternal, audit internal dan hasil pengawasan
ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau v Otoritas Jasa Keuangan
hasil pengawasan otoritas lain.

9) Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, v Dalam rapat koordinasi bersama Dewa, Direksi selalu
terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. memberikan data yang dibutuhkan

10) |Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis Ada pemufakatan untuk suatu keputusan yang
dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak strategis, tetapi berita acara Dissenting Opinion
dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai \ belum dibuat
ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting
opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

11) |Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, Tidak ditemukan penggunaan keuntungan pribadi
keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau dari fasilitas BPR
mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau v
menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan
fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

12) |Anggota Direksi ~membudayakan pembelajaran  secara Ada keikutsertaan dan pengadaan pendidikan bagi
berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang pegawai BPR, meskipun dalam situasi pandemi Covid
perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang 19 pendidikan dilakukan secara daring
keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan
tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang v
organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan
pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka
pengembangan kualitas individu.

13) |Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang Ada kemampuan mengimplementasikan kompetensi
dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, v
antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-
hatian.

14) Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib Direksi sudah memiliki pedoman dan tata tertib,
kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika v tetapi peraturan rapat belum diatur secara detail
kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl bx2 | cx3 | dx4 | ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 2 12 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 14
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8 1.75
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 0.70

40%




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5
1 |Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

15) |Direksi ~mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya v RUPS sudah dilaksanakan
kepada pemegang saham melalui RUPS.

16) |Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai Adanya SK Direksi mengenai kebijakan strategis
kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian. v terhadap penilaian kinerja KPI kepada seluruh

pegawaitelah dikomunikasikan kepada seluruh
pegawai

17) |Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan Dokumentasi rapat dan dissenting opinions belum
didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara lengkap
jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta v
dibagikan kepada seluruh Direksi.

18) |Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Telah selesainya beberapa masalah BPR, namun
anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR untuk pencapaian target sesuai kesepakatan dengan
yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, v stakeholder belum tercapai
penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian
hasil sesuai ekspektasi stakeholders.

19) |Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Sudah menyampaikan pada OJK, Perbarindo dan
Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) v media elektronik
kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai
ketentuan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl | bx2 | cx3 | dx4 | ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 2 6 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 8
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5 1.60
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 0.16
10% i
Penjumlahan S + P + H 1.53
Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1 0.34
Skala Penerapan
No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5

2 |Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: jumlah Jumlah anggota Dewan Komisaris 3 orang, dengan 2
anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. orang Komisaris Independen

v
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:
Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.

2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah v Ada 3 Direksi dan 3 Dewan Komisaris
anggota Direksi sesuai ketentuan.

3) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan Semua Dewan Komisaris telah lulus UKK dan telah
dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR ditetapkan melalui RUPS
memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS
yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan v
Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.

4) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal dalam
tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada v satu provinsi (Yogyakarta)
provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi
Kantor Pusat BPR.

5) BPR memiliki Komisaris Independen: Dewan Komisaris terdiri dari 1 orang mewakili
a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit pemilik modal dan 2 Dewan Komisaris Independen
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling
sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan
Komisaris adalah Komisaris Independen.

b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit v
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan
kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar
rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris
merupakan Komisaris Independen.

6) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja Sudah ada aturan dan tata terib Dewan Komisaris
termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. v

7) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris tidak ada yang merangkap jabatan
Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, v lebih dari 2 BPR lainnya
atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/
atau Bank Umum.

8) Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan Tidak ada hubungan keluarga antar anggota Dewan
keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan Komisaris dan Direksi
sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi. v

9) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan Dewan Komisaris Independen tidak ada hubungan
keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau keuangan, kepengurusan dan hubungan keluarga
hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau
Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan pemegang saham pengendli lainnya
lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak v
independen.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl bx2 | cx3 | dx4 | ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 9 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 9
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9 1.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 0.50
50% )
Skala Penerapan
No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5
2 |Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

10) |Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap Telah ada pengawasan dan pemberian rekomendasi,
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan meskipun belum seluruh nasihat dibuat secara
nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau \ tertulis

nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR
termasuk prinsip kehati-hatian.




11) |Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris Dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan v kebijakan strategis BPR
kebijakan strategis BPR.

12) |Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan Telah sesuai dengan statement point ini
kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana
kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan v
mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal
lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam
rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

13) |Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti Hasil temuan dan pengawasan otoritas lainnya, telah
temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas dilaksanakan oleh Direksi dan dilaporkan pada saat
Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya \ rapat dengan Dewan Komisaris, meskipun dokumen
antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan tertulisnya belum semua disampaikan kepada Dewan
dokumen hasil tindak lanjut temuan. Komisaris

14) |Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk Rapat Dewan Komisaris sudah rutin dilakukan, ada
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan daftar hadir
menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 \

(satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota
Dewan Komisaris.

15) |Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat Musyawarah Dewan Komisaris sudah dilaksanakan,
strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau meskipun belum semuanya disertai dokumen
suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, v bilamana terdapat dissenting opinions
atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan
dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

16) |Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk Tidak ada pemanfaatan untuk kepentingan pribadi
kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang
merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak v
mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR,
selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

17) |Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap Telah ada pengawasan dan pemberian
laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi v rekomendasi,meskipun belum seluruh nasihat dibuat
yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak secara tertulis
lanjut Direksi.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl bx2 | ¢x3 | dx4 | ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 6 4 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 10
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8 1.25
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 0.50
40% .

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

18) |Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan Dokumentasi hasil rapat terperinci dalam notulen
didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting rapat secara lengkap
opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta v
dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl bx2 | cx3 | dx4 | ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 1 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 1.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 0.10
10% )
Penjumlahan S + P + H 1.10
Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2 0.15
Skala Penerapan
No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5

3 [BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko v Sudah ada Komite audit dan Komite Pemantau Risiko
dengan anggota Komite sesuai ketentuan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl bx2 cx3 dx4 ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 1 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 0.50
50% i

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi v Komite Audit sudah mulai melakukan evaluasi fungsi
audit intern. audit intern

3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap v Laporan SKMR terkait manajemen risiko antara lain
penerapan fungsi manajemen risiko. 1. opini terkait kredit besar, 2. Laporan profil risiko

4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk Dalam menjalankan tugasnya, komite dipastikan
menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai % terpantau, karena terdapat dewan komisaris dalam
dengan pedoman dan tata tertib kerja. keanggotaannya
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl | bx2 | cx3 | dx4 | ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 2 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3 1.33333333333333
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 0.53
40% .

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern Rekomendasi komite telah disampaikan Dewan
dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk v Komisaris untuk ditindaklanjuti direksi, terlampir
tindak lanjut kepada Direksi BPR. dalam notulen dan jawaban tindak lanjut

pemantauan dewan komisaris
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl bx2 cx3 dx4 ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 1 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 0.10
10% )
Penjumlahan S + P + H 1.13
Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3 0.03




Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

4 |Per

Benturan Kepentingan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian
mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus
dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan
pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah
Rapat.

BPR sudah memiliki kebijakan,sistem,dan prosedur
penyelesaian  tertulis  mengenai benturan
kepentingan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx?2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

1

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1

1.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S):
50%

0.50

B. Prg¢

pses Penerapan Tata Kelola (P)

2)

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan
Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak
mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi
keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang
memiliki benturan kepentingan tersebut.

Anggota dewan Pengawas dan Direksi tidak
mengambil tindakan yang mengurangi keuntungan
BPR

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

1

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1

1.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S):
40%

0.40

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

3)

Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau
mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap
keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.

Tidak terdapat benturan kepentingan
merugikan atau mengurangi keuntungan BPR

yang

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S):
10%

0.10

Penjumlahan S + P + H

1.00

Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4

0.11

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

5 |Penerapan Fungsi Kepatuhan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota
Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi
persyaratan paling sedikit untuk:

a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;

b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan
penyaluran dana; dan

c. mampu bekerja secara independen.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00
(lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang
membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran
dana.

Direksi kepatuhan yang independen

2)

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan
perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.

Pemahaman yang memadai tentang hal ini

3)

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk
satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja
atau fungsi operasional.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00
(lima puluh milyar rupiah):

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk
Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen
terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

Satuan kerja kepatuhan menjadi
Satuan Kerja Manajemen Risiko

satu dengan

4)

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani
fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman
kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.

Sudah ada pedoman
kepatuhan

kerja,sistem dan prosedur

5)

BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan
tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat
Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.

Sudah ada ketentuan intern mengenai wewenang
dan tanggungjawab

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5

1.4

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S):
50%

0.70

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

5 |[Penerapan Fungsi Kepatuhan

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6)

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk
memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas
Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain
termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan
dan otoritas lainnya.

Direkturyang membawahkan fungsi kepatuhan sudah
berkoordinasi dengan satuan kerja kepatuhan dan
satuan manajemen risiko bahwa laporan-laporan
sudah terselesaikan dan memastikan bahwa BPR
telah memenuhi peraturan OJK

7)

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya
kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan
ketentuan terkini.

Sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini belum
optimal




8)

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh
komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan
termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat
kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang
dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-
undangan.

Direktur Kepatuhan
komitmen kepada OJK

selalu berupaya mematuhi

9)

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani
fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan,
ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang
dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

Satuan Kerja Kepatuhan berupaya melakukan revisi
dan pengkinian berbagai kebijakan

10)

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani
fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan
pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem
maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-
undangan.

Satuan Kerja Kepatuhan berupaya melakukan revisi
dan pengkinian berbagai kebijakan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

10

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5

2

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S):
40%

0.80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11)

BPR berhasil
ketentuan.

menurunkan tingkat pelanggaran terhadap

Revisi dan Koreksi dari temuan pelanggaran

12)

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada
Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang
membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan
disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
belum disampaikan secara tertulis

13)

Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan
apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang
menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau
peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan.

Selama tidak ada kebijakan
menyimpang, maka Fungsi
memberikan laporan ke OJK

yang dianggap
Kepatuhan belum

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl1

bx2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3

2.67

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S):
10%

0.27

Penjumlahan S + P + H

1.77

Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5

0.20

Skala Penerapan

Kriteria/Indikator

SB

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

Penerapan Fungsi Audit Intern

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00
(lima puluh milyar rupiah):

BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

jawab

SKAI sudah dibentuk

2)

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan
pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan
tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan
dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

SKAI telah memiliki pedoman kerja serta sistem
untuk dasar melakukan pemeriksaan, tetapi belum
ada SOP Auditor Intern yang memadai

3)

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan
kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan
dan penyaluran dana).

SKAlI yang melaksanakan fungsi audit intern,

independen terhadap satuan kerja operasional

4)

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung
kepada Direktur Utama.

Dalam struktur organisasi, SKAI
langsung kepada Direktur Utama

bertanggungjawab

5)

BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber
daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.

BPR belum mempunyai program rekruitment SDM
yang melaksanakan auidtor intern, tetapi rutin
mengikuti pelatihan dan pendidikan tentang audit

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

bx?2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

7

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5

1.40

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S):
50%

0.70

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6)

BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan
pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh
aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan
dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.

BPR telah menerapkan funsi auditor intern, SOP
sudah diperbaharui

7)

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan
terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan
kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.

Telah dilaksanakan audit pihak ekstern, dan perlu
tindak lanjut dari beberapa temuan

8)

Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan
secara memadai dan independen yang mencakup persiapan
audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan
hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.

Sudah dilaksanakan audit intern secara memadai




9) BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya Telah disertakan pendidikan dan pelatihan dalam
manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan \ penerapan fungsi audit intern
penerapan fungsi audit intern.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl bx2 | cx3 | dx4 | ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 3 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 5
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4 1.25
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 0.50
40% .
Skala Penerapan
No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5
6 |Penerapan Fungsi Audit Intern

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

10) |[SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap Sudah dilaksanakan
pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan
pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan v
Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang
membawahkan fungsi Kepatuhan.

11) |BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok sudah disampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-
hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada v pokok hasil audit
penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

12) |BPR dengan modal inti paling sedikit Laporan hasil audit ekstern kepada OJK sudah
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): disampaikan
BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern \
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.

13) [BPR dengan modal inti paling sedikit Pengangkatan dan pemberhentian kepala SKAI telah
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): dilaporkan pada OJK
BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian
Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 v
(lima puluh milyar rupiah):
BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian
Pejabat  Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl bx2 | cx3 | dx4 | ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 3 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 5
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4 1.25
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 0.13
10% )
Penjumlahan S + P + H 1.33
Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6 0.15
Skala Penerapan
No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5

7 |Penerapan Fungsi Audit Ektern

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Sudah adanya MOU dengan KAP dan Akuntan Publik
Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, yang memenuhi aturan OJK
ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan v
komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP
dimaksud.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl bx2 cx3 dx4 ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 1 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 0.50
50% )

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Penunjukkan Akuntan Publik dan KAP telah sesuai
Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan v yang terdaftar di OJK dan telah melalui persetujuan
serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan RUPS
Komisaris.

3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter| v Hasil audit KAP dan Management Letter telah
kepada Otoritas Jasa Keuangan. dilaporkan ke OJK
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl bx2 cx3 dx4 ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 1 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 3
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 1.50
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 0.60
40% i

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4) Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan Hasil audit dan management letter cukup
permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada \ menggambarkan permsalahan BPR
BPR oleh KAP yang ditunjuk.

5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup Hasil audit telah sesuai ruang lingkup yang diatur
audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa v QJK
Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl bx2 cx3 dx4 ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 4 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 0.20
10% )
Penjumlahan S + P + H 1.30
Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7 0.04




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5
8 Penerapan M Risiko ter k Sistem Pengendalian

Intern

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) BPR dengan modal inti paling sedikit Sudah dibentuk Komite Manajemen Risiko dan
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): satuan kerja Manajemen Risiko
BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan
kerja Manajemen Risiko;

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan
kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar v
rupiah):

BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00
(lima puluh milyar rupiah):

BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang
bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen
Risiko.

2) BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Sudah memiliki kebijakan dan prosedur Manajemen
Risiko, dan penetapan limit Risiko. v Risiko, tetapi limit risiko belum

ditetapkanManajemen

3) BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai Sudah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis
pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru \ dalam pedoman dan Kebijakan Manajemen risiko,
sesuai ketentuan. namun belum tercakup untuk aktivitas baru
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl bx2 | ¢cx3 | dx4 | ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 0
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3 0.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 0.00
50% )

Skala Penerapan
No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5
g |Penerapan M Risiko ter k Sistem Pengendalian

Intern

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4) Direksi: Batasan wewenang transaksi sudah disusun, namun
a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen
Risiko secara tertulis, dan v Risiko belum ditetapkan
b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan
persetujuan Direksi.

5) Dewan Komisaris: Kebijakan Manajemen Risiko telah disetujui dewan
a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, Komisaris, namun untuk evaluasi
b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan belum dilakukan
kebijakan Manajemen Risiko, dan v karena belum adanya pedoman penerapan kebijakan
c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang Manajemen Risiko
berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan
Dewan Komisaris.

6) BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan
dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang v pengendalian risiko, baru dilaksakan pada opini
bersifat material. restrukturisasi kredit, perubahan tingkat suku bunga

A i ifilnci neadil

7) BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. v BPR belum menerapkan sistem pengendalian intern

secara menyeluruh

8) BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang Melalui sistem informasi yang ada, sebagian besar
diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. v risiko yang diwajibkan dapat diterapkan manajemen

risiko

9) BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem Ssitem informasi yang dimiliki BPR sudah mampu
informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan \ menyediakan data dan informasi yang lengkap dan
informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. akurat

10) |Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen Direksi telah melakukan pelatihan dan sosialisasi
risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan manajemen risiko, meskipun belum dilakukan
kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan v sosialisasi secara menyeluruh pada seluruh jenjang
dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko. organisasi
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl bx2 | cx3 | dx4 | ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 0
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7 0.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 0.00
40% )

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11) |BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) BPR telah menyusun dan menyampaiakn laporan
yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai \ profil risiko kepada Ojk
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

12) |BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang BPR belum menyusun laporan produk dan aktivitas
dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan \ baru kepada OJK
Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl | bx2 | cx3 | dx4 | ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 0
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 0
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 0.00
10% )
Penjumlahan S + P + H 0.00
Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8 0.00




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5
9 |Batas Maksimum Pemberian Kredit

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai
memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit BMPK, Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB)
kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, namun belum dikinikan sesuai dengan struktur
berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian v organisasi BPR yang baru
atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl bx2 | cx3 | dx4 | ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 2.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 1.00
50% )

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai
sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan v BMPK, Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB)
perundang-undangan. namun belum dikinikan sesuai dengan struktur

organisasi BPR yang baru

3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau Pemberian kredit tidak melampaui BMPK, namun
pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa v masih perlu adanya pengkinian mengenai PKPB
Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-
hatian maupun peraturan perundang-undangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl bx2 | cx3 | dx4 | ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 4 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 0.80
40% :

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait Laporan pemberian kredit telah sesuai waktu
dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui ketentuan OJK
BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa v
Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai BPR dalam pemberian kredit tidak melampaui BMPK
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. v sesuai ketentuan OJK
lumlah jawaban pada Skala Penerapan axl | bx2 | cx3 | dx4 | ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 2 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 1.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 0.10
10% i
Penjumlahan S + P + H 1.90
Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9 0.16

Skala Penerapan
No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5
10 |Rencana Bisnis BPR
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh v Rencana bisnis telah disusun Direksi dan disetujui
Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR. Dewan Komisaris
2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka Rencana bisnis BPR dan rencana penyelesaian
panjang .dan rencana bisnis tahur)an. ) termasuk rencana v permasalahan yang signifikan sesuai ketentuan OJK
penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang Rencana bisnis didukung sepenuhnya oleh
saham dalam rgngka mem.perkuat permodalan dan.infrastruktwf v pemegang saham, namun belum termasuk rencana
yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi penguatan modal
informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl bx2 | cx3 | dx4 | ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 2 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3 1.33333333333333
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 0.67
50% )
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
4) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling Sudah disesuaikan, meskipun belum sepenuhnya
sedikit: menerapkan manajemen resiko
a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi
kelangsungan usaha BPR; v
b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan
C. penerapan manajemen risiko.
5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap Dewan komisaris melaksanakan pengawasan
pelaksanaan rencana bisnis BPR. v pglaksanakan rencana bisnisl, melalui rapat yang
diselenggarakan, namun tidak terfokus pada
pelaksanaan RBB BPR

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl | bx2 | cx3 | dx4 | ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 4 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 2

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 0.80

40% )

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan Rencana bisnis telah disampaikan sesuai dengan
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa \ ketentuan OJK yang berlaku
Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl bx2 cx3 dx4 ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 1 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 0.10
10% )
Penjumlahan S + P + H 1.57
Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10 0.13




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CcB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5
11 Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta

pelaporan internal

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang Sudah tersedia sistem pelaporan oleh sistem
didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai informasi manajemen, meskipun untuk pelaporan
sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang \ non keungan belum menghasilkan laporan lengkap,
kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, akurat, kini dan utuh
kini, dan utuh.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl | bx2 | cx3 | dx4 | ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 2.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 1.00
50% |

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan BPR sudah menyusun dan mempublikasikan laporan
dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, keuangan sesuai ketentuan aturan OJK
informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang v
saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit Sudah disusun laporan keuangan dan opini dari
memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan akuntan publik sesuai ketentuan OJK
publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh v
aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek
pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, BPR sudah melaksanakan transparasi informasi
layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan v produk dan layanan pada nasabah
berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis BPR sudah menyusun laporan keuangan sesuai
dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa v ketentuan aturan OJK
Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl | bx2 | cx3 | dx4 | ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 4 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4 1.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 0.40
40% i

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani Laporan tahunan dan laporan publikasi sudah dibuat
paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan sesuai ketentuan dari OJK
mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara v
lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan
dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.

7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian
dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan v pengaduan telah disampaiak tepat waktu, melakui
penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara aplikasi pelaporan dari OJK
tepat waktu.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl | bx2 | cx3 | dx4 | ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 2 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 1.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 0.10
10% )
Penjumlahan S + P + H 1.50
Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11 0.13




a( ‘ OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR PT. BPR BANK BANTUL (Perseroda)
Alamat BPR Jalan Gajah Mada No. 3 Bantul
Posisi Laporan 31 Desember 2020

Modal Inti BPR ‘Rp113,636,231,318

Total Aset BPR Rp490,570,707,951

Bobot BPR D




Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

Keterangan

2

3

4

Tugas dan Jawab Direksi

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:

Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu
anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi
kepatuhan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:

Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu
anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi
kepatuhan.

Per 4 Desember 2017 jumlah anggota Direksi sudah terdiri dari
masing masing 1 orang Direktur Utama, Direktur dan Direktur
Kepatuhan

2)

Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang

3)

Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kabupaten Bantul

AADGotd B SRR PREPEN §REY BEEREH D AR5 B ARV PEIu¥aRGaRPRGh
Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi
kemasyarakatan).

Direksi tidak merangkap jabatan pada perusahaan lain dan/atau
lembaga lain, hanya 1 Direksi sebagai bendahara Perbamida
Yogyakarta

4)

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau
semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Tidak ada hubungan keluarga antara masing masing anggota
direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

5)

Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia
jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu
untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik
proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak
yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang
dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan
dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang
memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.

Direksi menggunakan jasa profesional (Kantor KAP dan Kuasa
Hukum) dan telah dbuat MOU sesuai ketentuan POJK No.
4/PQJK.03/2015

6)

Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan
telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan
Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.

Semua anggota direksi telah lulus UKK dan telah ditetapkan
melalui RUPS

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

ax1

bx2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6

133

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%

0.67

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

Tugas dan Jawab Direksi

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

7)

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen
dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan
pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Ada batas pendelegasian kewenangan

8)

Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat
Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan
hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan
otoritas lain

Direksi menindaklanjuti sebagian besar temuan audit ekternal, audit
internal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

9)

Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini,
dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Dalam rapat koordinasi bersama Dewa, Direksi selalu memberikan data
yang dibutuhkan

10)

Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan
berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak
tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku
dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan
pendapat.

Ada pemufakatan untuk suatu keputusan yang strategis, tetapi berita
acara Dissenting Opinion belum dibuat

11)

Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga,
dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi
keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima
keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya
yang ditetapkan RUPS.

Tidak ditemukan penggunaan keuntungan pribadi dari fasilitas BPR

12)

Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan
dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan
perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang
mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh
tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan
keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka
pengembangan kualitas individu.

Ada keikutsertaan dan pengadaan pendidikan bagi pegawai BPR,
meskipun dalam situasi pandemi Covid 19 pendidikan dilakukan secara
daring

13)

Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang
dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara
lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.

Ada kemampuan mengimplementasikan kompetensi

14)

Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja
anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu
kerja, dan peraturan rapat.

Direksi sudah memiliki pedoman dan tata tertib, tetapi peraturan rapat
belum diatur secara detail

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

ax1l

b x2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

12

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

14

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8

1.75

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%

0.70

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

Tugas dan Jawab Direksi

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

15)

Direksi mempertanggungjawabkan
pemegang saham melalui RUPS.

pelaksanaan tugasnya kepada

RUPS sudah dilaksanakan

16)

Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai
kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.

mengenai

Adanya SK Direksi mengenai kebijakan strategis terhadap penilaian
kinerja KPI kepada seluruh pegawaitelah dikomunikasikan kepada
seluruh pegawai

17)

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan
didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas
dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan
kepada seluruh Direksi

Dokumentasi rapat dan dissenting opinions belum lengkap

18)

Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota
Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan
antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian
permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai
ekspektasi stakeholders.

Telah selesainya beberapa masalah BPR, namun untuk pencapaian
target sesuai kesepakatan dengan stakeholder belum tercapai

19)

Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas
Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media
atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.

Sudah menyampaikan pada OJK, Perbarindo dan media elektronik

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

b x2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 8

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5 1.6
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% 0.16
Penjumlahan S + P + H 1.53
Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1 0.31




Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

Keterangan

2

3

a

Tugas dan Jawab Dewan Komisaris

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota
Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:
Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.

Jumlah anggota Dewan Komisaris 3 orang, dengan 2 orang Komisaris
Independen

2)

Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota
Direksi sesuai ketentuan.

Ada 3 Direksi dan 3 Dewan Komisaris

3)

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan
Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR
memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang
menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris
dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Semua Dewan Komisaris telah lulus UKK dan telah ditetapkan melalui
RUPS

4)

Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di
provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang
berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal
(Yogyakarta)

dalam satu provinsi

5)

BPR memiliki Komisaris Independen:

a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit
50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah
Komisaris Independen.

b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang
dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling
sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri dari 1 orang mewakili
Dewan Komisaris Independen

pemilik modal dan 2

6)

Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk
pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

Sudah ada aturan dan tata terib Dewan Komisaris

7)

Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan
Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai
Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.

Dewan Komisaris tidak ada yang merangkap jabatan lebih dari 2 BPR
lainnya

8)

Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga
atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota
Dewan Komisaris atau Direksi.

Tidak ada hubungan keluarga
Direksi

antar anggota Dewan Komisaris dan

9)

Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan
keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan
keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau
pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat
mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen

Dewan Komisaris Independen tidak ada hubungan keuangan,
kepengurusan dan hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris lainnya,
Direksi dan/atau pemegang saham pengendli lainnya

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

ax1l

b x2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9

1.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%

0.50

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CcB

KB

TB

Keterangan

2

3

a

2 |P

Tugas dan Jawab Dewan Komisaris

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

10)

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat
kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis
terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-
hatian

Telah ada pengawasan dan pemberian rekomendasi, meskipun belum
seluruh nasihat dibuat secara tertulis

11)

Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan,
memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

Dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis
BPR

12)

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan
operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak
terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas
maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan
dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi
penc L

Telah sesuai dengan statement point ini

13)

Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan
audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan,
dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta
Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.

Hasil temuan dan pengawasan otoritas lainnya, telah dilaksanakan oleh
Direksi dan dilaporkan pada saat rapat dengan Dewan Komisaris,
meskipun dokumen tertulisnya belum semua disampaikan kepada
Dewan Komisaris

14)

Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan
Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang
dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris sudah rutin dilakukan, ada daftar hadir

15)

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis
telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara
terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai
ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika
terdapat perbedaan pendapat

Musyawarah Dewan Komisaris sudah dilaksanakan, meskipun belum
semuanya disertai dokumen bilamana terdapat dissenting opinions

16)

Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan
pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi
keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima
keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya
yang ditetapkan RUPS.

Tidak ada pemanfaatan untuk kepentingan pribadi

17)

Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang
membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut
Direksi

Telah ada pengawasan dan pemberian rekomendasi,meskipun belum
seluruh nasihat dibuat secara tertulis

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

ax1l

b x2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

10

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8

1.25

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%

0.50

C. Ha:

sil Penerapan Tata Kelola (H)

18)

Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan
didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions
yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada
eluruh anggota Dewan Komisaris.

Dokumentasi hasil rapat terperinci dalam notulen rapat secara lengkap

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

ax1l

b x2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 1

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 1.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% 0.10
PenjumlahanS + P + H 1.10
Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2 0.14




Skala Penerapan

Kriteria/Indikator

SB

CB

KB

TB

2

3

a

Keterangan

K dan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR
yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000 (delapan
puluh milyar rupiah)

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan
anggota Komite sesuai ketentuan.

Sudah ada Komite audit dan Komite Pemantau Risiko

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

ax1l

bx2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

1

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1

1.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%

0.50

B. Pra

pses Penerapan Tata Kelola (P)

2)

Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit
intern.

Komite Audit sudah mulai melakukan evaluasi fungsi audit intern

3)

Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi
manajemen risiko.

Laporan SKMR terkait manajemen risiko antara lain 1. opini terkait kredit
besar, 2. Laporan profil risiko

4)

Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk
menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan
pedoman dan tata tertib kerja.

Dalam menjalankan tugasnya, komite dipastikan terpantau, karena

terdapat dewan komisaris dalam keanggotaannya

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

ax1l

b x2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

4

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3

1.33

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%

0.53

C. Ha:

sil Penerapan Tata Kelola (H)

5)

Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan
fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut
kepada Direksi BPR.

Rekomendasi komite telah disampaikan Dewan Komisaris untuk
ditindaklanjuti direksi, terlampir dalam notulen dan jawaban tindak lanjut
pemantauan dewan komisaris

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

ax1l

b x2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1

1.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%

0.10

PenjumlahanS + P + H

1.13

Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3

0.03

Skala Penerapan

Kriteria/Indikator

SB

CcB

KB

TB

2

3

a

Keterangan

Benturan Kepe!

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai
benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR
termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan
kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.

BPR sudah memiliki kebijakan,sistem,dan prosedur penyelesaian tertulis
mengenai benturan kepentingan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

ax1l

b x2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

1

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1

1.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%

0.50

B. Pr

pses Penerapan Tata Kelola (P)

2)

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris,
anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang
dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak
mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.

Anggota dewan Pengawas dan Direksi tidak mengambil tindakan yang
mengurangi keuntungan BPR

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

ax1l

b x2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

1

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1

1.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%

0.40

C. Ha:

sil Penerapan Tata Kelola (H)

3)

Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi
keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah
terdokumentasi dengan baik.

Tidak terdapat benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi
keuntungan BPR

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

ax1l

b x2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1

0.10

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%

1.00

Penjumlahan S + P + H

1.00

Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4

0.10

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

Keterangan

2

3

4

Pene

rapan Fungsi Kepatuhan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00
(lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan
fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:

a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;

b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan
penyaluran dana; dan

c. mampu bekerja secara independen.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima
puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.

Direksi kepatuhan yang independen

2)

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami
peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan
lain yang berkaitan dengan perbankan.

Pemahaman yang memadai tentang hal ini

3)

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00
(lima puluh milyar rupiah):

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan
kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi
operasional.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima
puluh milyar rupiah):

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat
Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap
satuan kerja atau fungsi operasional.

Satuan kerja kepatuhan menjadi
Risiko

satu dengan Satuan Kerja Manajemen

4)

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi
kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem,

dan prosedur kepatuhan.

Sudah ada pedoman kerja,sistem dan prosedur kepatuhan




5)

BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan

Sudah ada ketentuan intern mengenai wewenang dan tanggungjawab

tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif| v
yang menangani fungsi kepatuhan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl | bx2 |cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 3 4 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 7
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5 1.40
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% 0.70
Skala Penerapan
No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5
5 |Penerapan Fungsi Kepatuhan

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan Direkturyang membawahkan fungsi kepatuhan sudah berkoordinasi
langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah dengan satuan kerja kepatuhan dan satuan manajemen risiko bahwa
memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan v laporan-laporan sudah terselesaikan dan memastikan bahwa BPR telah
perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada memenuhi peraturan OJK
Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.

7) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan Sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini belum optimal
upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain
melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. v

8) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan Direktur Kepatuhan selalu berupaya mematuhi komitmen kepada OJK
menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh
BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan v
pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR
yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan
peraturan perundang-undangan

9) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Satuan Kerja Kepatuhan berupaya melakukan revisi dan pengkinian
kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, berbagai kebijakan
dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai v
dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-
undangan

10) |Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Satuan Kerja Kepatuhan berupaya melakukan revisi dan pengkinian
kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian berbagai kebijakan
dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur v
yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl | bx2 |cx3|dx4|ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 10 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 10
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5 2.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% 0.80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11) |[BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. \ Revisi dan Koreksi dari temuan pelanggaran

12) |Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab belum disampaikan
laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada secara tertulis
Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal
anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur
Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris. \

13) |Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan Selama tidak ada kebijakan yang dianggap menyimpang, maka Fungsi
laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat Kepatuhan belum memberikan laporan ke OJK
kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan v
Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain,
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 4 0 4 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 8
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3 2.67
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% 0.27
PenjumlahanS + P + H 1.77
Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5 0.18
Skala Penerapan
No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5

6 |Penerapan Fungsi Audit Intern

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 SKAI sudah dibentuk
(lima puluh milyar rupiah):

BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima| Vv
puluh milyar rupiah):

BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan fungsi audit intern.

2) SKAl atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap SKAI telah memiliki pedoman kerja serta sistem untuk dasar melakukan
pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pemeriksaan, tetapi belum ada SOP Auditor Intern yang memadai
pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas| Vv
bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah
disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisari

3) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap SKAI yang melaksanakan fungsi audit intern, independen terhadap
pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja satuan kerja operasional
operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran v
dana).

4) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap Dalam struktur organisasi, SKAI bertanggungjawab langsung kepada
pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada v Direktur Utama
Direktur Utama.

5) BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya BPR belum mempunyai program rekruitment SDM yang melaksanakan
manusia yang melaksanakan fungsi audit intern. v auidtor intern, tetapi rutin mengikuti pelatihan dan pendidikan tentang

audit
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl | bx2 |cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 4 0 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 7
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5 1.40
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% 0.70

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman BPR telah menerapkan funsi auditor intern, SOP sudah diperbaharui
audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur v
kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi
kepentingan BPR dan masyarakat.

7) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 Telah dilaksanakan audit pihak ekstern, dan perlu tindak lanjut dari
(lima puluh milyar rupiah): beberapa temuan
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling v

sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap
standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta
perbaikan yang mungkin dilakukan.




8)

Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara
memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan
program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak
lanjut hasil audit.

Sudah dilaksanakan audit intern secara memadai

9)

BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya
manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan
fungsi audit intern.

Telah disertakan pendidikan dan pelatihan dalam penerapan fungsi audit
intern

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

ax1l

b x2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4

1.25

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%

0.50

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CcB

KB

TB

2

3

a

Keterangan

o

Penerapan Fungsi Audit Intern

C. Ha:

sil Penerapan Tata Kelola (H)

10)

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan
pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris
dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi
Kepatuhan

Sudah dilaksanakan

11)

BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil
audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada
Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

sudah disampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit

12)

BPR dengan modal inti
(lima puluh milyar rupiah):
BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada
Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

paling sedikit Rp50.000.000.000,00

Laporan hasil audit ekstern kepada OJK sudah disampaikan

13)

BPR dengan modal inti
(lima puluh milyar rupiah):
BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala
SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.

paling sedikit Rp50.000.000.000,00

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima
puluh milyar rupiah):

BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat
Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit
intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.

Pengangkatan dan pemberhentian kepala SKAI telah dilaporkan pada OJK

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

ax1l

b x2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4

1.25

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%

0.13

Penjumlahan S + P + H

133

Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6

0.13

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

7 |Penerapan Fungsi Audit Ektern

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
(KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup
audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara
Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.

Sudah adanya MOU dengan KAP dan Akuntan Publik yang memenuhi
aturan OJK

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

ax1l

b x2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

1

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1

1.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%

0.50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2)

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk
Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta
memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.

Penunjukkan Akuntan Publik dan KAP telah sesuai yang terdaftar di OJK
dan telah melalui persetujuan RUPS

3)

BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada
Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil audit KAP dan Management Letter telah dilaporkan ke OJK

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

ax1l

b x2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

3

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2

1.50

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%

0.60

C. Ha:

sil Penerapan Tata Kelola (H)

4)

Hasil audit dan Management Letter telah ~menggambarkan
permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR
oleh KAP yang ditunjuk.

Hasil audit dan management letter cukup menggambarkan permsalahan
BPR

5)

Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit
sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil audit telah sesuai ruang lingkup yang diatur OJK

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

ax1l

b x2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2

2.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%

0.20

Penjumlahan S + P + H

1.30

Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7

0.03

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

Penerapan Manajemen Ri:

ko termasuk Sistem Intern

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00
(delapan puluh milyar rupiah):

BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja
Manajemen Risiko;

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00
(lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):

BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima
puluh milyar rupiah):

BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung
jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.

Sudah dibentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen
Risiko




2) BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, Sudah memiliki kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, tetapi limit
dan penetapan limit Risiko. v risiko belum ditetapkanManajemen

3) BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai Sudah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis dalam pedoman dan
pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai v Kebijakan Manajemen risiko, namun belum tercakup untuk aktivitas baru
ketentuan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2 | cx3|dx4 |ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 1 2 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 6
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3 2.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% 1.00
Skala Penerapan
No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5
8 |Penerapan en Risiko termasuk Sistem Intern

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4) Direksi : Batasan wewenang transaksi sudah disusun, namun kebijakan dan
a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko pedoman penerapan Manajemen Risiko belum ditetapkan
secara tertulis, dan v
b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan
persetujuan Direksi.

5) Dewan Komisaris : Kebijakan Manajemen Risiko telah disetujui dewan Komisaris, namun
a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, untuk evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan belum dilakukan
b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan karena belum adanya pedoman penerapan kebijakan Manajemen Risiko
kebijakan Manajemen Risiko, dan v
c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan
dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

6) BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko,
pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat v baru dilaksakan pada opini restrukturisasi kredit, perubahan tingkat suku
material. bunga dan rencana diversifikasi produk

7) BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. v BPR belum menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh

8) BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan v Melalui sistem informasi yang ada, sebagian besar risiko yang diwajibkan
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. dapat diterapkan manajemen risiko

9) BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi Ssitem informasi yang dimiliki BPR sudah mampu menyediakan data dan
manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang v informasi yang lengkap dan akurat
lengkap, akurat, kini, dan utuh.

10) |Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada Direksi telah melakukan pelatihan dan sosialisasi manajemen risiko,
seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain v meskipun belum dilakukan sosialisasi secara menyeluruh pada seluruh
melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko. jenjang organisasi
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl | bx2 |cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 10 3 4 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 17
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7 2.43
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% 0.97

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11) [BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang BPR telah menyusun dan menyampaiakn laporan profil risiko kepada Ojk
dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas|
Jasa Keuangan.

12) |BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan BPR belum menyusun laporan produk dan aktivitas baru kepada OJK
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa v
Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl | bx2 |cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 1 0 0 0 5
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 6
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 3.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% 0.30
Penjumlahan S + P + H 2.27
Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8 0.23
Skala Penerapan
No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5

9 |Batas Pemberian Kredit

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai BMPK, Pedoman
memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) namun belum dikinikan sesuai
pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring v dengan struktur organisasi BPR yang baru
dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari
pedoman kebijakan perkreditan BPR.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl | bx2 |cx3|dx4|ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 2.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% 1.00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai BMPK, Pedoman
dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- v Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) namun belum dikinikan sesuai
undangan. dengan struktur organisasi BPR yang baru

3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau Pemberian kredit tidak melampaui BMPK, namun masih perlu adanya
pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa v pengkinian mengenai PKPB
Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian
maupun peraturan perundang-undangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2 | cx3|dx4 |ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 4 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 2.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% 0.80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau Laporan pemberian kredit telah sesuai waktu ketentuan OJK
pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah v
disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara
benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan v BPR dalam pemberian kredit tidak melampaui BMPK sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan. OJK
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2 | cx3|dx4 |ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 2 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 1.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% 0.10
Penjumlahan S + P + H 1.90
Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9 0.14




Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

10

Rencana Bisnis BPR

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan
Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.

Rencana bisnis telah disusun Direksi dan disetujui Dewan Komisaris

2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang
dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian
permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan

Rencana bisnis BPR dan rencana penyelesaian permasalahan yang
signifikan sesuai ketentuan OJK

3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam

rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai

antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor,
ij 1. dan prosedur.

Rencana bisnis didukung sepenuhnya oleh pemegang saham, namun
belum termasuk rencana penguatan modal

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

ax1l

b x2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

4

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3

133

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%

0.67

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit:
a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi
kelangsungan usaha BPR;

b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan

C. penerapan manajemen risiko.

Sudah disesuaikan, belum

manajemen resiko

meskipun sepenuhnya menerapkan

5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
rencana bisnis BPR.

Dewan komisaris melaksanakan pengawasan pelaksanakan rencana
bisnis, melalui rapat yang diselenggarakan, namun tidak terfokus pada
laksanaan RBB BPR

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

b x2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

4

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2

2.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%

0.80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.

Rencana bisnis telah disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK yang
berlaku

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1

1.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%

0.10

Penjumlahan S + P + H

1.57

Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10

0.12

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

11

Transparansi dan non serta an

internal

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang
didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai
ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk
menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh

Sudah tersedia sistem pelaporan oleh sistem informasi manajemen,
meskipun untuk pelaporan non keungan belum menghasilkan laporan
lengkap, akurat, kini dan utuh

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

b x2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

2

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1

2.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%

1.00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan
materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya,
susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan

BPR sudah menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan sesuai
ketentuan aturan OJK

3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat
informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas
laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek
transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Sudah disusun laporan keuangan dan opini dari akuntan publik sesuai
ketentuan OJK

4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan
dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada
persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR sudah melaksanakan transparasi informasi produk dan layanan pada
nasabah

5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan
cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR sudah menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan aturan OJK

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

ax1l

b x2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

4

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4

1.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%

0.40

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling
sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama
secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada
Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan

Laporan tahunan dan laporan publikasi sudah dibuat sesuai ketentuan
dari OJK

7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan
laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian
pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.

Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan telah
disampaiak tepat waktu, melakui aplikasi pelaporan dari OJK

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

ax1l

b x2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 1.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% 0.10
PenjumlahanS + P + H 1.50
Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11 0.11




Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola Sebelum MR BPR
Periode 31 Desember 2020

Faktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Nilai Komposit
Total Penilaian Faktol 0.34| 0.15| 0.03| 0.11| 0.20| 0.15| 0.04| -| 0.16| 0.13| 0.13 1.43
Predikat Komposit Sangat Baik

Kesimpulan

Berdasar penilaian sendiri tentang Penerapan Tata Kelola PT BPR Bank Bantul periode 31 Desember 2020
(selama periode tahun 2020 ) terhadap 10 Faktor yang dinilai dengan tidak melakukan penilaian terhadap 1 faktor
yaitu penerapan manajemen resiko termasuk sistem pengendalian intern, rencana bisnis BPR sebelum penerapan
manajemen resiko diperoleh nilai komposit 1,43

Faktor 1 Nilai Faktor: 0.34
- Kelebihan : Secara keseluruhan Direksi telah melaksanakan peran dan fungsinya sesuai POJK yang berlaku
- Kelemahan: Dokumentasi rapat dan dissenting opinions belum lengkap

Faktor 2 Nilai Faktor: 0.15
- Kelebihan : Secara keseluruhan Dewan Pengawas telah melaksanakan peran dan fungsinya sesuai POJK -
Kelemahan: Perlunya dilakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan perusahaan

Faktor 3 Nilai Faktor: 0.03
- Kelebihan : Komite telah berjalan dan berfungsi sesuai ketentuan
- Kelemahan: Jadwal rapat komite harus menyesuaikan kegiatan masing-masing anggota

Faktor 4 Nilai Faktor: 0.11

- Kelebihan : Sudah ada kebijakan,sistem,dan prosedur penyelesaian tertulis mengenai benturan
kepentingan

- Kelemahan: -

Faktor 5 Nilai Faktor: 0.20

- Kelebihan : Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah berkoordinasi dengan satuan kerja
kepatuhan dan satuan manajemen risiko bahwa laporan-laporan sudah terselesaikan dan
memastikan bahwa BPR telah memenuhi peraturan OJK

- Kelemahan: Belum selesaianya seluruh revisi dan pengkinian berbagai kebijakan perusahaan

Faktor 6 Nilai Faktor: 0.15
- Kelebihan : Secara keseluruhan audit intern telah melaksanakan peran dan fungsinya sesuai POJK
- Kelemahan: Belum dilakasanakannya penunjukan pihak ekstern untuk mengkaji ulang SOP audit intern

Faktor 7 Nilai Faktor: 0.04

- Kelebihan : Penunjukkan Akuntan Publik dan KAP telah sesuai yang terdaftar di OJK dan telah melalui
persetujuan RUPM

- Kelemahan: Hasil audit ekstern dan management letter cukup menggambarkan permsalahan BPR

Faktor 8 Nilai Faktor: -

- Kelebihan : -

- Kelemahan: -

Faktor 9 Nilai Faktor: 0.16

- Kelebihan : BPR dalam pemberian kredit tidak melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK
- Kelemahan: BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK

Faktor 10 Nilai Faktor: 0.13
- Kelebihan : Rencana bisnis dan rencana penyelesaian permasalahan yang signifikan sesuai ketentuan OJK
- Kelemahan: Penyusunan RBB belum sepenuhnya menerapkan manajemen resiko

Faktor 11 Nilai Faktor: 0.13
- Kelebihan : Laporan tahunan dan laporan publikasi sudah dibuat sesuai ketentuan dari OJK
- Kelemahan: Tersedia sistem pelaporan oleh sistem informasi manajemen namun belum sepenuhnya memadai




Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola Setelah MR BPR
Periode 31 Desember 2020

Faktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor| 0.31| 0.14| 0.03| 0.10| 0.18| 0.13| 0.03| 0.23| 0.14| 0.12| 0.11 1.51
Predikat Komposit Sangat Baik

Kesimpulan

Berdasar penilaian sendiri tentang Penerapan Tata Kelola PT BPR Bank Bantul periode 31 Desember 2020 (selama
periode tahun 2020 ) terhadap 10 Faktor yang dinilai dengan tidak melakukan penilaian terhadap 1 faktor yaitu
penerapan manajemen resiko termasuk sistem pengendalian intern, rencana bisnis BPR sebelum penerapan
manajemen resiko diperoleh nilai komposit 1,51

Faktor 1 Nilai Faktor: 0.31
- Kelebihan : Secara keseluruhan Direksi telah melaksanakan peran dan fungsinya sesuai POJK yang berlaku
- Kelemahan: Dokumentasi rapat dan dissenting opinions belum lengkap

Faktor 2 Nilai Faktor: 0.14
- Kelebihan : Secara keseluruhan Dewan Pengawas telah melaksanakan peran dan fungsinya sesuai POJK -
Kelemahan: Perlunya dilakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan perusahaan

Faktor 3 Nilai Faktor: 0.03
- Kelebihan : Komite telah berjalan dan berfungsi sesuai ketentuan
- Kelemahan: Jadwal rapat komite harus menyesuaikan kegiatan masing-masing anggota

Faktor 4 Nilai Faktor: 0.10
- Kelebihan : Sudah ada kebijakan,sistem,dan prosedur penyelesaian tertulis mengenai benturan
kepentingan

- Kelemahan: -

Faktor 5 Nilai Faktor: 0.18

- Kelebihan : Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah berkoordinasi dengan satuan kerja
kepatuhan dan satuan manajemen risiko bahwa laporan-laporan sudah terselesaikan dan

memastikan bahwa BPR telah memenuhi peraturan OJK
- Kelemahan: Belum selesaianya seluruh revisi dan pengkinian berbagai kebijakan perusahaan

Faktor 6 Nilai Faktor: 0.13
- Kelebihan : Secara keseluruhan audit intern telah melaksanakan peran dan fungsinya sesuai POJK
- Kelemahan: Belum dilakasanakannya penunjukan pihak ekstern untuk mengkaji ulang SOP audit intern

Faktor 7 Nilai Faktor: 0.03

- Kelebihan : Penunjukkan Akuntan Publik dan KAP telah sesuai yang terdaftar di OJK dan telah melalui
persetujuan RUPM

- Kelemahan: Hasil audit ekstern dan management letter cukup menggambarkan permsalahan BPR

Faktor 8 Nilai Faktor: 0.23

- Kelebihan : Sudah dibentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko yang melaporkan profil risiko
secara rutin

- Kelemahan: Sudah memiliki kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, tetapi limit risiko belum ditetapkanManajemen

Faktor 9 Nilai Faktor: 0.14
- Kelebihan : BPR dalam pemberian kredit tidak melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK
- Kelemahan: BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK

Faktor 10 Nilai Faktor: 0.12
- Kelebihan : Rencana bisnis dan rencana penyelesaian permasalahan yang signifikan sesuai ketentuan OJK
- Kelemahan: Penyusunan RBB belum sepenuhnya menerapkan manajemen resiko

Faktor 11 Nilai Faktor: 0.11
- Kelebihan : Laporan tahunan dan laporan publikasi sudah dibuat sesuai ketentuan dari OJK
- Kelemahan: Tersedia sistem pelaporan oleh sistem informasi manajemen namun belum sepenuhnya memadai




Bobot BPR D
Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko
roctor | pumian SERSSREENSI  Foniisian rocess () Penilaian Outcome ()
Tata Pertanyaan Nilai Structure (S) | Jumlah | Bobot Nilai Process (P) Jumlah |Bobot Nilai Outcome (H) |Jumlah| Bobot jumlah;\ll::l SPO N"I:a'k:kh'r
per Faktor aktor
Kelola P H 1 |(2(3|4]|5 50% | 1| 2|3 |4]|5 0% | 1 | 2 |3|4]|5 10%
8 5 4 2 oo 0 6 0 2 6 0 0| o 8 0 2 3 o | o 0 5 0 0 22%
Nilai Awal 4 4 [ 0| o0 0 8 0 2 |12 o 0| o 14 0 2 6 o | o 0 8 0 0 0
Rata-rata 1.33 1.75 0.70 1.60 0.16 1.53 0.34
8 1 9 o |0 o 0 9 0 6 0 0| o 8 0 1 0 o | o 0 1 0 0 13.89%
Nilai Awal 9 o |0 o 0 9 0 6 | 4 0 0| o 10 0 1 0 o | o 0 1 0 0 0
Rata-rata 1.00 1.25 0.50 1.00 0.10 1.10 0.15
3 1 1 o |0 o 0 1 0 2 0 0| o 3 0 1 0 o | o 0 1 0 0 2.78%
Nilai Awal 1 o |0 o 0 1 0 2 | 2 0 0| o 4 0 1 0 0| o 0 1 0 0 0
Rata-rata 1.00 1.33 0.53 1.00 0.10 1.13 0.03
1 1 1 o |0 o 0 1 0 1| o0 0 0| o 1 0 1 0 o | o 0 1 0 0 11.11%
Nilai Awal 1 o |0 o 0 1 0 1| o0 0 0| o 1 0 1 0 0| o 0 1 0 0 0
Rata-rata 1.00 1.00 0.40 1.00 0.10 1.00 0.11
5 3 3 2 oo 0 5 0 0 5 0 0| o 5 0 0 2 0 0 3 0 0 11.11%
Nilai Awal 3 4 | oo 0 7 0 0o |10 o 0| o 10 0 0 4 o | 4 0 8 0 0 0
Rata-rata 1.40 2.00 0.80 2.67 0.27 1.77 0.20
4 4 4 o | 1] o0 0 5 0 3 1 0 0| o 4 0 3 1 0| o 0 4 0 0 11.11%
Nilai Awal 4 o |3 ]| o 0 7 0 3 2 0 0| o 5 0 3 2 o | o 0 5 0 0 0
Rata-rata 1.40 1.25 0.50 1.25 0.13 1.33 0.15
2 2 1 o |0 o 0 1 0 1 1 0 0| o 2 0 0 2 0| o 0 2 0 0 2.78%
Nilai Awal 1 o |0 o 0 1 0 1 2 0 0| o 3 0 0 4 o | o 0 4 0 0 0
Rata-rata 1.00 1.50 0.60 2.00 0.20 1.30 0.04
7 2 1 o |0 o 0 0 0 1|0 0 0| o 0 0 1 0 0| o 0 0 0 0 0%
Nilai Awal 0 o |0 o 0 0 0 0o | o 0 0| o 0 0 0 0 o | o 0 0 0 0 0
Rata-rata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 2 0 10| o 0 1 0 0o | 2 0 0| o 2 0 2 0 0| o 0 2 0 0 8.33%
Nilai Awal 0 2 oo 0 2 0 0o | 4 0 0| o 4 0 2 0 o | o 0 2 0 0 0
Rata-rata 2.00 2.00 0.80 1.00 0.10 1.90 0.16
2 1 2 10| o 0 3 0 0o | 2 0 0| o 2 0 1 0 0| o 0 1 0 0 8.33%
Nilai Awal 2 2 oo 0 4 0 0o | 4 0 0| o 4 0 1 0 o | o 0 1 0 0 0
Rata-rata 1.33 2.00 0.80 1.00 0.10 1.57 0.13
4 2 0 10| o 0 1 0 4 | o 0 0| o 4 0 2 0 0| o 0 2 0 0 8.33%
Nilai Awal 0 2 oo 0 2 0 4 | o 0 0| o 4 0 2 0 o | o 0 2 0 0 0
Rata-rata 2.00 H 1.00 0.40 1.00 0.10 1.50 0.13
Nilai Komposit 1.43
Predikat Komposit Sangat Baik




Bobot BPR D
Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko
| penilaienstructure (s) Penitaian Process (P) Penilaian Outcome ()
Jumlah L S
Faktor Tata| pertanyaan Nilai Structure (S) Jumlah | Bobot Nilai Process (P) Jumlah | Bobot Nilai Outcome (H) Jumlah | Bobot | Jumlah Nilai SPO | Nilai akhir

Kelola per Faktor Faktor

P | H 1 2 3 4 50% 2 3 4 40% 2 3 4 10%

8 | 5 4 2 0 0 6 0 6 0 0 8 0 3 0 0 5 0 0 20%
Nilai Awal 4 4 0 0 8 0 12 0 0 14 0 6 0 0 8 0 0 0
Rata-rata 1.33 1.75 0.70 1.60 0.16 1.53 0.31

8 |1 9 0 0 0 9 0 2 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 12.50%
Nilai Awal 9 0 0 0 9 0 4 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0
Rata-rata 1.00 1.25 0.50 1.00 0.10 1.10 0.14

3 |1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 2.50%
Nilai Awal 1 0 0 0 1 0 2 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
Rata-rata 1.00 1.33 0.53 1.00 0.10 1.13 0.03

1|1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 10.00%
Nilai Awal 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Rata-rata 1.00 1.00 0.40 1.00 0.10 1.00 0.10

5|3 3 2 0 0 5 0 5 0 0 5 0 2 0 1 3 0 0 10.00%
Nilai Awal 3 4 0 0 7 0 10 0 0 10 0 4 0 4 8 0 0 0
Rata-rata 1.40 2.00 0.80 2.67 0.27 1.77 0.18

4 | 4 4 0 0 5 0 0 0 4 0 1 0 0 4 0 0 10.00%
Nilai Awal 4 0 3 0 7 0 2 0 0 5 0 2 0 0 5 0 0 0
Rata-rata 1.40 1.25 0.50 1.25 0.13 1.33 0.13

2 | 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2.50%
Nilai Awal 1 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0 4 0 0 4 0 0 0
Rata-rata 1.00 1.50 0.60 2.00 0.20 1.30 0.03

7 |2 1 1 0 3 0 5 1 1 7 0 0 0 0 2 0 0 10%
Nilai Awal 1 2 3 0 6 0 10 3 4 17 0 0 0 0 6 0 0 0
Rata-rata 2.00 2.43 0.97 3.00 0.30 2.27 0.23

2 | 2 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 7.50%
Nilai Awal 0 2 0 0 2 0 4 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0
Rata-rata 2.00 2.00 0.80 1.00 0.10 1.90 0.14

2 |1 2 1 0 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 7.50%
Nilai Awal 2 2 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
Rata-rata 1.33 2.00 0.80 1.00 0.10 157 0.12

4 |2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 7.50%
Nilai Awal 0 2 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0
Rata-rata 2,00 H 1.00 0.40 1.00 010 1.50 011

Nilai Komposit 1.51

Predikat Komposit

Sangat Baik
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